
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR \ TAHUN 20Q8 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN 

DAN RETRIBUSI TERMINAL 

0ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Oaerah 
Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan 
Retribusi Terminal, yang lelah diundangkan tanggal 7 Januari 2008 dalam 
Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 1, pertu 
menetapkan peraturan pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud huruf a. perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan 
Pera1uran Oaerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
PenQelolaan dan Retribusi TenninaL 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tlngkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) 

2. Undang,_undang Nomor 8 Tahun 1981 teniang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Untas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tarnbahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3486); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI Nomor 4048); · 

5. Undang.Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undar1gan (Lembara11 Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Oaerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 

7. Undan·g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Anlara Pemerinlah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
RI Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 
4438); 



8. Undang-Undang Nemer 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nornor 4444); 

9. Peraturan Pemerint,ih Nomor 27 Tahun 198,3 lentang Pelaksanaan 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lemb?iran Negara RI Nomor 3258 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara RI Tahun t993 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Rl Nomor 3527 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemenksaan 
Kendaraan Bermolor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaran dan Latu 
Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, 1ambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3529 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi (L-embaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3530); 

14, Peraturan Pemerintah NenlOr 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 
Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27. Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3940); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Oaerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, femerintahan Daerah Provins! dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

17. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan. Kedudukan. Tugas Pokok, Fungsi dan Strukur Organisasi 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 
Nomor 3); 

18. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Oae!clh Kota Palembang Tahun 
2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 {Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ; · 

19. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyldik Pegawai Negerl Sipil 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

20. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan RetriDusi AngKutan Orang Clan Barang (Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10); 

21 . Peraturan Daerah Kola PalemQang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN OAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2008 
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL 

Pasal 1 

Melaksanakan Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tenninal. 



Pa~at2 

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kata Palembang untuk 
melaksanakan Peraturan Daerah Kata Palembang Nama.r 1 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tem1inal. 

Pasal 3 

Peraluran ini mulai berlaku seiak tanggal diundangkan. 

Agar setlap aFang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah K6ta 
Palembang. 
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01tetapkan di Palembang 
pada tanggat 1 Januari 2008 

H EDDY SANTANA PUTRA 


